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1. DR. H. AL HARIS, 5.S0s. MH : Gubernur Jambi
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

pemerintah Daerah Provinsi Jambl Alamat

Kantor Jalan Jend. AJNani No.l

Telanaipura Kota  Jambl, selanjutnya
. disebut sebagal PIHAK PERTAMA

2. EDT PURWANTO, S.H.I, M5l « Katua DPRD Provinsi Jambi
3. ROCKY CANDRA, SE - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi

4. PINTO JAYANEGARA,BAP.SL,M.5i  : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi

5. H. BURHANUDDIN MAHIR, SH . Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku

dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jambi
Alamat Kantor : Jalan Jend. A. Yani No. 2
Telanaipura Kota Jambi, selanjuinya disebut
sebagal PIHAK KEDUA

Dengan Inl menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) diperiukan Kebijakan Umum APBD yang disepakali Bersama
antara DPRD Provins! Jambl dengan Pemerintah Provinsl Jambl untuk selanjutnya
dijadikan sebagal dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD

Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut diamf; para plhak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD
yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalem penyusunan Rancangan Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebljakan
pendapatan, Belanja dan Pemblayaan Naerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan

prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran
yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan inl.

Demilkianiah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Prioritas dan Ptafon Anggaran gementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Jambi , 17 November 2021
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan
urusan  pemerintahan  konkuren yang merupakan  urusan
pemernintanan yang dibag antara Pemerintah Pusat dan Daerah
selamjutnya urusan konkuren vang diserahkan ke daerah menjadi
dasar pelaksanaan Otonomi Daerah berupa penyeiengEgaraan Urulsan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Adapun urusan
pemerntahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitdan
dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan vang tidak

Derkaitan dengan pelayanan dasar, dan melaksanakan wurusan

pemerintahan pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah.

Secara spesifik pembagian urusan dimaksud dijabarkan dalam
entuk program dan Keglatan dimana penyelenggaraan urusan
pemerintahan tersebut di implementasikan aleh perangkat daerah yang
menjadi kewenangan daerah dap didanai dari dan atas behan APBD,
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
lentang Penpgeloaan heuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah,

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah
Pusat, antara lain diwujudkan dalam Penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Angegaran Sementarg yang

periu disepakati Dersama antara Kepals Daerah

\Gubernur/ Bupati rwi alikota) dan  DPRD Provins; sebagai  unsur
FEnyelengears Daets

Rebijakan Umpm 4 1ggaran Fend apatan dan Helanja Daergh yang

alUinye disingkar KUA adalah dokumen Ya&ng memugat kebijakan

Tl cndapatan, belanis dar PeEmMiayaan daergh Berta asums

= HENOasannya untule period, Mt tahun. Berdasarkan pasal B9
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Pasal 90 Peraruran Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah
menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan
Ylafon  Prioritas Anggaran Sementara [(R-PPAS] berdasarkan RKPD
dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan
Menteri Dalam Negenri dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas
dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnyva.
Kebljakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah,
asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan
belanja  daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi
pencapalannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakiukan penyusunan
Rancangan Kebijakan Umum APBD (R-KUA) Tahun 2022 sebagai dazar

=

penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (==
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keadilan kepatutan dan maniaat untuk masyarakat serta tidak
bertertangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih
tinggl dan peraturan daerah lainnya,

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 ini
adalah sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan priontas
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi
pada tahun 2022. Sclanjutnya Kebijakan Umum APBD ini akan
menjadi acuan dalam menentukan kebijakan pendapatan, belanja dan
pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan
Kebijakan Umum APBD Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagail
berikut;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan tanggung jawab heuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 teniang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6, Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan perubahannya;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Keduduksan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah;

Kehifaikan Lmwem AFBD Frov. Jambi 13
Tahun in_f._e‘.:r:r. 2073



9. Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
keuangan Daerah;

10, Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan
pembangunan dan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022,

Katdjalan Limum APBD Prov. Jamdbl 1+
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BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Perkembangan perckonomian suatu daerah tidak dapat dilepaskan
darl interaksi aktivitas ekonomi baik dalam skala lokal, regional,
nasional dan aktivitas ekonomi internasional yang saling tarik menarik
dan memiliki korelasi antar satu dengan wang lainnya. Aktivitas
ekonomi yang semakin terbuka dewasa ini, pada akhirnya juga
dipengaruhi oleh kondisi perekonomian baik sccara nasional maupun
internasional, baik itu menyangkut kebijakan pemerintah di sektor
moneter maupun scktor riil, maupun pengaruh perckonomian global
seperti naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang
asing, pengaruh kondisi keuangan global, maupun pandemi
sebagaimana pandemi Covid-19 yvang terjadi sejak tahun 2020 lalu.
Hal-hal tersebut divakini akan berdampak pada berbagai aktivitas dan
scktor ckonomi di daerah.

Laju pertumbuhan elkonomi Provinsi Jambi selama periode 2016-
2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi
mencapai 4,37% kemudian mengalami peningkatan selama 2 tahun
berturur-turut namun melambat kembali pada Tahun 2019 menjadi
4.4% dan terkontraksi pada tahur 2020 sebesar 0,46%. Kontraksi
diglami oleh sebagian besar lapangan usaha, dengan kontraksi
terdalam dialami oleh lapangan usaha transportas) dan pergudangan
sebesar 14,43 persen; dilkutd penyediaan akomodasi dan makan
minum scbesar 6,83 persen. Sedangkan pertumbuhan  tertinggd
disumbang oleh lapangan usaha informasi dan komunikas: sebesar
8.48 persen. Pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di sepanjang tahun
2020 menyebabkan pembatasan kegiatan sepert sekolah dan bekerja.
Kegiatan yang dilakukan dari rumah saja dan dilakukan sccara daring,
menmgkatican akbvitas miormasi dan komunikasi. Demikian juga

Kebijokan Umum APED Prov, Jambi 2L H
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sebaliknya, pembatasan kegiatan dan mobilitas mengakibatkan
turunnya aktivitas transportasi terutama angkutan udara. Bahkan
Bandara Depati Parbo Kerinci dan Bandara Muaro Bungo beberapa
bulan di tahun 2020 sempat tidak ada aktivitas penerbangan komersial

sama sckall.
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Tabel 2-1 Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Sisi Produksi
Tahun 2016-2020 (%)

Urajan 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2020

| Pertanian, Kehutanan dan L
| ; 6,36 2,43 2,48 2,16 1,53
| Perikanan ’ 2 |

| Pextamibangan dan | g4y |a77 |B&e |517 |-053
_penggelian
Industri pengolahan 220 (302 1355 [29 0,02
Pepgadaan listrilk dan Gas,
dmg:“ i 618 |17 s.61 |582 |0
Pengadaan air 5,02 2.6 4,24 4 0
Konstrulsi 3,54 7.22 5,22 6.9 0,07

Perdagangan  besar dan I
| eceran, dan reparasi mobil | 5,27 4,33 &,17 a3l -0,35
dan sepeda motor

- I

Transportast dan |oag (501 |47 3,60 |-0,47

pergudangan : |

Penyedia akomodasi dan | ..c 255 |geg |5 0,08
makén minmm

Informasi dan komunikasi 8,51 6.6 7,74 6 0,32
Jasa keuangan 10,38 | 3,08 -0,14 1,92 Q.15
| Real estate 431 |461 |[504 |691 |-0,01
Jasa perusahaan 5.24 4,32 4,67 3,96 0,06
Administrasi pemerintahan IF

dan jaminan sosial wajib il 2,52 4.8 %89 0,08
Jasa Pendidikan 608 (424 |499 [575 [0,11

Jusa keschatan dan kegiaten | 664 1540 [55¢ |712 0,08
_sosial |

Jasa lamnya | B,29 4,54 D17 4,14 -0,04

Sumber r BPS, 2021

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Provins: Jambi
Tahun 2020, sumber pertumbuhean tertinggl berasal dari lapangan
usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,40 persen,
ditkuti informasi dan komunikasi sebesar 0,35 persen, serta jasa
keuangan dan asuranst sebesar 0,15 persen. Sedangkan andil sumber
pertumbuhan minus  terdalam  berasal dari  lapangan  usaha
pertambangan dan penggalian sebesar -0,53 persen, transportasi dan
pergudangan sebesar 0,47 persen,

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas
dasar berlaku pada tahun 2020 tdak menunjukan perubahan yang

Kebijian Umum APBD Prov, Jambl 2=3 | K
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berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan
usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (30,85 persen);
perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda motor (12,63 persen);
pertambangan dan penggalian (12,21 persen);, serta industri
pengolahan (10,83 persen). Berubahnya posisi pertambangan dan
penggalian dari peringkat dua menjadi peringkat tiga struktur
perekonomian tertinggi di Provinsi Jambi disebabkan oleh turunnya
harga dan produksi pertambangan pada tahun 2020.

Tabel 2-2 Struktur PDRB Provinsi Jambi Menurut Lapangan
Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (%) Tahun 2016-2020
| Uraian 2016 | 2017 [ 2018 | 2019 | 2020

: | .
Pertanian, Kehutanan dan | gq.05 | 9,68 27,85 (27,88 | 30,85
Perikanan _ ] | .

Pertanbangan a0 16,64 | 17,77 | 19,84 | 18,44 | 12,21
penggalian
Industri pengolahan 10,54 | 10,34 |994 (983 |10,83

P‘Bﬂgﬂ:dﬂﬂn ]_-lst'ik. dan G’E.E. ﬂ-..UE' D,'DE ﬂ-,[]ﬁ G,DT GTD? |
dan air bersih
| Pengadaan air 0,14 |0,14 |0,14 0,14 0,15 |
Konstruksi 705 (7,00 |[700 [743 [794 |
Perdagangan besar dan |
eceran, dan reparasi mohbil | 11,84 | 11,62 | 11,77 | 12,14 12,63
dan sepeda motor
Transportasi dan|sqa 328 (322 |323 |27
pergudangan
Penyedian akomodasi dan |, g |;01 |10 |121 |[1,18
makan minum
Informasi dan komunikasi 3,69 3,74 3,79 3.9 4,42

Jasa keuangan 253 |246 (2,33 (2,32 |26]
Real estate 1,59 1,56 1,50 | 1563 1,72
| Jasa perusahaan 1,21 11,21 1.2 1,23 11,25
' ;di-i}]’liﬁf.rﬁtﬂ }'}EFT‘LEL‘!_HILP]'JELH 472 | 4,51 450 |489 |5.25
| dan jaminan sosial wajib -
" Jasa Pendidikan - 336 3,32 |3,37 |351 |3,83
|- i | I
[Jmae  keschatan  dabl, ;133 (139 (148 [1.85
| kegiatan sosial | |
| Jasa lainnya lpg7 o987 0,9 [097 [099 |

Srirmiber - BES -:'I'-'P !

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi

tahun 2020 terkontraksi sedalam 0,46 persen. Kontraksi terdalam

&abllakan Umum APBD Prav. Jamid 2-4| |1
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terutama didorong oleh komponen eckspor sedalam 10,14 persen,
ditkuti kontraksi komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P)
sedalam 5,14 persen; pengeluaran konsumsi LNPRT sedalam 0,75
persen; serta pengelusran konsumsi rumah tangga secdalam 0,44
persen. Hanya komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
vang mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 1,04 persen,

Berdasarksn sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi
Tahun 2020 pada sisi pengeluaran, komponen PMTB menjadi sumber
pertumbuhan tertinggi yakni scbesar 0,22 persen. Sementara sumber
pertumbuhan komponen lainnya bernilai minus yaitu pengeluaran
konsumsi LNPRT (-0,004 persenj; pengeluaran konsumsi rumah tangga
(-0,19 persen); pengeluaran konsurmsi pemerintah (-0,40 persen), seria
ekspor {-7,63 persen) dan impor (-7,81 persen).

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran atas dasar
harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti,
Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh komponen ekspor
sehesar 63,28 persen; dilkuti pengeluaran konsumsi rumah tangge
sebesar 47,21 persen; komponen PMTE scbesar 22,40 persen;
pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 8,63 persen. Sedangkan
komponen lainnya memiliki peran yang lebih kecil yaitu, komponen
perubahan inventori sebesar 0,89 persen; dan pengeluaran konsumsi
LNPRT sebesar 0,62 persen.

Tahel 2-3 Pertumbuthan PDRB Sisi Permintaan Tahun 2016-2020 (%)

Uraian 2016 | 2017 |2018 |2019
Pertumbuhan PDRB 433 464 [47Y it
Konsumsi KT 2.35 4,44 413 [4,3 -0,19
' Kensumsi LENRT |-401 |[264 [ 1447 D
Konsumsi Pemerintah 5,37 3,28 4.47 1069 | -0.4
embentukan N s e e
iﬁ@'&gﬂ-mﬁfdﬂ 326 | 7.61 ﬂﬁ‘&@ﬁ 022
Ekspor barang dan jasa | 2,29 8,79 7,02 3,06 -7.,63
Impor Barang den jasa | 1,43 | 1121 |67  [#63 |-7.81

Sumber : BPS, 20217
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Selain Pertumbuhan ekomom;j, inflasg; Juga Mempengaryhi
ckonomi dacrah. Secars kumulatif lasi  di Provinsj Jamhj
berdasarkan tahun  kalender 2020  tercatat sebesar 307 (ytd),
meningkat r.fl'lla.'a-;iir:f:r, ntlasi tahun 20149 lerutama disebabkan ek
Peningkatan inflag triwulan IV 2020, Sejalan dengan per'l-::-n’:i:nn_l__;an
Inflasi pada wuartal empgy 2020, inflas; tahun 2020 terutame
-?ie::.::.-:l::-a.xg.l.:'f::'.- oleh  kelompaol Mmakanan, minuman dan ternbalkay,
Peningkatan tekanan inflgs disebabkan BENEEUAN pasokan komoditas
hortikultyrs akibat La Ning vang 'la{':'!trrﬁ.‘il.:l1,l; sejak Okrober 2020 dan
PERYESURIan tarif cyuka; rokok sebesar 23 pergen yang diberlakulan
Sejak 1 Janugy 2020.

Inflasi Provins; Jambji MErupakan komposit dari inflasi Kpta
Jambi dan Kota Muarg Bungo. Secara keseluriyhan tahun 2020, inflas;
Kota Jambi meningkat dibandinglan tahun 2019 terutama
ifjHL:Ileﬁﬂgkﬂn oleh  inflas;i kelompol makanan minuman dan
tembalcas,. Dampak Eangguan cuaca terhadap Produktivitas dan
distribusi bahan pangan i::]msus.n};a komoditas hortikulturg menjacdi
laktor utama Pendorong inflas; tahun 2020, Hal Yang sama terjadi d4j
Kota Muara Bungo, dimana menurut }-:elc:-mpni::nya inflasi juga
bersumber dar kelompok makanan, minuman dan tembakauy. |

2.2 Arah Kebijakan Reuangan Daerah

Keuangan Daerah HICMEZgENE peranan Yang sangat penting dalam
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Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan vang luas, nyata dan
bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional
untuk melakukan peran vang lebih aktil dalam bidang keuangan
daerah. Adapun tujuan dar: pemberian kewenangan tersebut adalah
guna meningkatkan kesejahtersan rekyat, pemerataan dan keadilan
sosial, demokrasi dan penghormatan tehadap budaya lokal, serta
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat darn penerimaan
fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah
menempatkan pengelolaan aset dacrah secara profesional pada posisi
yvang amat potensial untul menunjang penerimaan pemerintah daerah.
Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya
di luar APBD, antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi
daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta
kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR)
atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program
Kemitraan sertg bina lingkungan di Provinsi Jambi yang semuanya
merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban
belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Provinsi Jambi Tahun 2022 disusun dalam
rangka mewwjudkan arah kebijakan pemmbangunan, dan tidak terlepas
dart kemampuan keuangan daecrah scbagai salah satu faktor vang
penting dalam pelaksansan pembangunan Provinsi Jambi.

2.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Menuruat Undasng-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemerintah
Maerah, Pendapatan Deerah merupekan hak Pemerintah Daerah yang
diaikui sebagal penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
terkalt. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan babhwa sumber

pendapatan daerah Provinsi terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah

Kkehfiakan Umum APED Prov. Jamb 2111 H alom
Tahun ARggaran 1022



(PAD] wang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan  kekayaan daerah vang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah; 2] Dana Perimbangan yang meliputi:
dana alokasi umum, dana alokasi khusus dana bag hasil, dan; 3) Lain-
lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana dararat, dana
bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan
dana  otonomi  khusus, dana  bantuan  keuangan  dari
provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer
pusat dan dana insentif dacrah. Sementara penerimaan pembiayaan
bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun
sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman dacrah, Dana Cadangan
Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-
asumsi vyang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target
pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi
makro secara nasional, kebijakan fiskal nasional yang turut
mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi
dana transfer ke daerah dan kebijakan harga adminustered price,
potensi yang dimilild serta realisasi pendapatan daerah tahun
scbelumnya, upava intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, dan peraturan
perundang-undangan wvang berkaitan dengan penyusunan APBD.
Kondisi dan perkembangan ekonomi daerah yang membaik dari tahun
2016-2019 memperlihatkan realisasi pendapatan daerah yang tumbuh
positif pada rentang tahun tersebut sesuai asumsi yang disusun. Hal
sebaliknya terjadi pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19.

Eebifgkan Urnunt APBD Proy. Jambl 2-1Z | H
Tahun Anggdrdn 2013
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Laju pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2016-2020 adalah
sebesar 0,05 persen, lcbih rendah dibandingkan pertumbuhan
pendapatan daerah rentang tahun 2016-2019 yang sebesar 0,07
persen, akibat adanya penurunan seluruh komponen pendapatan pada
tahun 2020, termasuk dana perimbangan sebagai pemberi kontribusi
terbesar dalam pendapatan daerah (65,39 persen pada tahun 2020).
Laju pertumbuhan dana perimbangan tahun 2016-2020 adalah
sebesar 0,13 persen, sedangkan laju pertumbuhan pendapatan ash
daerah pada periode yvang sama adalah sebesar 0,03 persen atau
dengan kata lain Pemerintah Provinsi Jambi masih sangat
menggantungkan pendapatannya terhadap dana transfer pemerintah
pusat.

Peningkatan pendapatan daerah memberikan kesempatan pada
daerah untuk membelanjakannye untuk pembangunan daerah
sehingga target-target pembangunan daerah dapat tercapai. Laju
pertumbuhan belanja daerah pada rentang tehun 2016-2020 adalah
sebesar 0,06 persen atau 0,01 persen diatas laju pertumbuhan
pendapatan.  Untuk  menutupi  defisit belanja yang  laju
pertumbuhannya lebih cepat dari pendapatan terscbut digunakan

melalui pembiayaan.

Kebiakan Limaim ARED Frow. famal A-1& |
Tehwn Anggaren 20232




Berdasarkan hasil proyeksi Pendapatan daerah Provinsi Jambi
pada tahun 2022 diprediksi sebesar Rp4.207.412.003.799 yang terdin
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rpl.772.758.105.531
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp2.400.282.700.888
yang  sah
Rp34.371.191.380,00. Sumber pendapatan utama PAD Provinsi Jambi
berasal dari pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak bahan Bakar Kendaraan
bermnotor. Secara rincli perkembangan realisasi pendapatan daerah
Provinsi Jambi Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3-9. Sebagai
tahun pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, maka proyeksi
tahun 2022 belum pulih seoptimis tahun-tahun sebelum pandemi
Covid-19 melanda dunia, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi

dan lain-lain pendapatan daerah sebesar

teahun 2020 sampail dengan tahun 2021. Adapun hasil perhitungan
terscbut dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2-8 Prowveksi Pendaputan Tahun 2022
| RAFSD 2002 BarfamEah; (Bartararg] |
| S paLIRN 271 WL 2077 l:n =
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Hied el M Tl et 2 SEA0370Y | R BT P LE e = PR ‘il_.d-a;
Firnd Fhnomies o Kk (e | | A [
A 75T | P LT R WEAIM | a8
Lok FENCIpER an A1 Cesinn
71 7 524 B4 555 | 211771 3BETEN AnEATHIRR] -
e : | woo-av
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2.2.2Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan daerah secara garis besar akan tercermin pada
kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang harus dikelola
secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggungjawab serta taat pada peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah, maka kebijakan yang diambil adalah
sebagal berikout :
2.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka
ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah
tahun 2022 mehputi :

8. Peningkatan penerimaan pajak daerah, opbmalisasi retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
lain - lain PAD yang sah.

b, Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan asset daerah dan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah
dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD.

gd. Peninglkatan dana perimbangan dar Dana Alokasi Umum dan bagi
hastl Pajak, bukan pajak dan pembaharuan data.

e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasana serta
sumberdaya manusia yvang ada guna meningkatken Pendapatan
Asli Daerah.

f. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka
optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajalk.

g. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian  target-target
pendapatan dilakukan melalul penajaman potensi riil sumber-sumber
pendapatan dan pemingkatan kualitas pelayanan publik secara

akuntabel, menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan

febliakan Limum APED Prow, Jambi 2-17 1 H
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asset-aset agar dapat memberi kontribusi pada PAD, peningkatan

pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

2.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nemoer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah
vang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Dacrah, belanja dacrah diklasifikasikan menjadi belanja operasi,
belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja
operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
Pemerintah Daerah yvang memberi manfaat jangka pendek. Belanja
Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap
dan aset lainnva yang memberi manfaat lebih dari satu periode
akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran
atas beban APBD untk keperluan darurat termasuk keperluan
mendesak yvang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sementara belanja
transfer merupakan pengeluaran uang dan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Daerah lainnya dan/atau darl pemerintah daerah kepada
pemerintah desa,

Dalam rangke mewujudkan target-target rencana program dan
kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2022, serta kontribusi
terhadap capaian RPJMN, maka kebijakan Belanja Daerah diarahkan
untuk :

a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat
untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja
BLUD, DBHCHT dan pendampingan DAK,

b. Pemenuhan Dana bagi Hasil kepada Kabupaten /Kota

¢. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi
pendidikan.

d. Mengalokasikan belanja fungsi kesehatan sebesar 10% diluar

belanja gaji

Kebijakan Usum APED Prov. Jambi 2-1B | Halam
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. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas
pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2022, sesuai dengan visi dan
misi Gubernur Jambi

. Mendukung Program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda
nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah
serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional.

g. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau

h. Mendukung upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,
antara lain melalui:

Bantuan modal usaha bagi usaha kreatif milenial, usaha kreatif
mak-mak dan UMEM.

- Revitalisasi dan fasilitasi objek wisata unggulan daerah, serta
penyelenggaraan event berskala nasional guna membangkitkan
kembali sektor pariwisata dan kebudayaan

- Pengembangan kawasan pangan terpadu

- Peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian
serta pangan dan pengelahan pasca panen.

- Peningkatan daya saing tenaga kerja

- Peningkatan kualitas infrastruktur transportasi dan ketahanan
pangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-
prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja
dan memperhatikan priortas pembangunan sesual permasalahan serta
perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang dan dilakukan
secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

Gurta membiayai implementasi rencana pembangunan dacrah
tahun 2022, maks proyeksl kebutuhan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 sebesar Rp4.784.426.341.773,-
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Tabel 2-Q Proyeksi Belanja Tahun 2022
. EAPEDIOI Rarcmboh) [Berkurang] |
URAIAN WA 2031 WRMI 2023 Rp %
RELANIA CPERASIONAL 383066786 3,166 615,510 447 [ve37naa9 3a9)| 5,08
BELAHIA MEDAL T AT EZETS STADEN ZTATTE 416036121839 | 4148
BELAKIA TDAX TERDUGA 380 345 BT2.501 2EIFEATLITO (2236.117.850.631)| -#32.04
| BELANJA TRANSHR THIIASO0TRARS BP4.2TIA0E.088 | MreaT. ez | moae

Sumber; Bakeudn, 2022

2.2.2.3  Arah kebijakan Pembiayesan Daerah.

Pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari
pengaruh kebiiakan pembiayaan daerah pada tahun - tahun anggaran
sehelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagair bahan
untuk menentukan kebilakan pembiayaan di masa yang akan datang
dalamn rangka perhitungan kapasitas pendanasn pembangunan
daerah. Pembilayaan daerah meliputi penenmaan pembiayaan daerah
dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Sumber penenmaan pembiayaan daerah berasal dan sisa lebih
perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD),
penerimaan

hasil penjualan kekavaan daerah vang dipisahkan,

pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman,
penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan
daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran
pembiavaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana
investasi modal dan pembelian surat

cadangan, (penyertaan

berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman
daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Pemmbiayaan daerah secars umum adalah semua penerimaan
vang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang skan diterima
kembali, baik pada tahun angpgaran berkenaan maupun pada tahun
anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya melipui semua transaksi
keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.
Penerimaan pembiayaan daerah Provins: Jambi dari tahun 2016-2020
sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dengan jumlah SiLPA cenderung

& ehifskan Umur APED Proyv. tambd
Tahun Anggaran 2022
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fMluktuatif. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah untuk
pembentukan dana cadangan cadangan dan penyertaan modal.
Kebijakan Pembiayaan daerah terdiri dar kebijakan penerimaan

Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk :

a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021
sebagai sumber pembiayaan pada APBD Tahun anggaran 2022,
didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional.

b. Penyertaan Modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam
prinsip kehati-hatian {prudential).

c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya
PENZEUNAAN anggararn.

d. Membentuk dana cadangan.

Selengkapnva realisas: Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2020
dan proyeksi Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada Tabel.

Kohilzkan Umum APBD Prov. Jambl 221
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BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN
3.1.1Perkembangan Terakhir Perekonomian Nasional

Pandemi Covid-19 telah menyebar sangat cepat ke berbagai
negara di luar Cina scjak akhir Februari 2020. Episentrum pandemi
tidak lagi di Cina, tetapi beralih ke Amerika Serikat (AS), Eropa, serta
negara-negara berkembang, diantaranya Brasil, India, Rusia, Peru,
Chili, Meksiko, Pakistan, Afrika Sclatan, dan Turki. Perkembangan
vang ada mendorong berbagai negara menutup perbatasan serta
mencrapkan kebijakan social distancing dan lockdown. Keondisi ini
berdampak besar terhadap penurunan aktivitas ekonomi, yang
selanjutnya memicu penurunan pertumbuhan yang tajam. Hampir
semua negara mengalami resesi pada tahun 2020, kecuali Cina,
Vietnam, dan Hong Kong yang berhasil menangani penyebaran Covid-
19 di negara tersebut, Sepanjang akhir tahun 2020 hingga awal tahun
2021 masih terjadi gelombang baru (second wave, third wave, ataupun
fourth wave) kasus Covid-19 di berbagai negara yang mendorong
penerapan kembali social distancing dan lockdown yang lebih ketat
dari gelombang pertama. Peningkatan gelombang baru didorong oleh
munculnya varian baru virus Corona yang menyebar lebih cepat dan
diperkirakan lebih berbahaya. Meski demikian, mulai meluasnya
vaksinasi global diharapkan dapat menurunkan tingkat infeltsi.

Aktivitas dunia yang sempat mengalami gangguan besar dan
menurun tajam akibat pandemi Covid-19 mulai menunjukkan sinyal
pemulihan, tercermin dari peningkatan Baltic Dry Index (BDI} dan
Purchasing Monagers’ index (PMI), baik PMI Manufacturing maupun

Services. Mulai meningkatnya BDI, yang sernpat menurun tajam sgjak
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Januari hingga pertengahan Mei 2020, menunjukkan pemulihan
aktivitas perdagangan dunia meski belam sepenuhnya stalal. Volume
perdagangan dunia diperkirakan akan nalk 7,2 persen pada 2021,
setelah  diperkirakan turun hingga 9,2 persen pada 2020, PMI
Manufacturing dan Services global mulai meningkat di atas level 50
sejak Juli 2020, menggambarkan mulai adanya ekspansi di sektor
manufakiur dan jasa dunia. Sektor manufaktur dianggap cukup kuat
dan mampu beradaptasi di tengah pandemi. Meningkatnya angka PMI
Manufacturing menunjukkan bahwa output pabrik mulai kembali di
atas prapandemi meski lockdown lanjutan di beberapa negara kembali
diterapkan. Sektor jasa juga mulai berekspansi meski masih di bawah
level prapandemi.

Meskipun terdapat sinyal pemulihan ekonomi, namun nilai
investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) pada 2021
diperkirakan masih lemah dengan penurunan sekitar 5-10 persen,
setelah sempat turun 42 persen pada 2020, 30 persen lebih rendah
dari FDI saat Global Financial Crisis 2008/09. Masih lemahnya
investasi didorong fakior waft and see invesior dalam menanamkan
modal karena masih adanva lockdouwn dan gelombang baru di
beberapa negara yang memicu tingginya ketidakpastian. Narmun dari
sisi pariwisata, perjalanan wisatawan (owtbound] internasional
diperkirakan rebound hingga 1227 persen pada 2021, setelah
diperkirakan murun hingga 73,4 persen pada 2020.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi
dunia masih diperkirakan mengalami rebound pada tahun 2021.
International Monetary Fund (IMF) menaikkan perkiraan pertumbuhan
elconomi global menjadi sebesar 6,0 persen pada tahun 2021, yang
utamanya didorong oleh distribusi vaksin dan relatif tingginya stimulus
fiskal untuk mengimbang tantangan ke depan yang ditimbulkan oleh
gelombang baru penyebaran virus Corona. Selain itu, cepatnya laju
pemulihan ekonomi AS dan Cina juga menyumbang sebagian besar
peninglkatan proyeksi pertumbuhan PDB global. Lembaga internasional

Kehijakdn Umum AFBD Prav. Jambi 3-2| 1
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iain, World Bank dan Organisation for Economic Co-operafion and
Development [QOECD), juga memperkirakan terjadi rebound ekonomi
global, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,0 persen dan
4,2 persen,

Harga-harga komoditas kembali meningkat ke level tertingm
dalam delapan tahun terakhir, seiring dengan optimisme pemulihan
ekonomi global, utamanya AS dan Cina. Harga logam memimpin
peningkatan harga komoditas, tidak hanya dipicu olech pemulihan
ckonomi tetapi juga dorongan penggunaan clean and green energy
secara global yvang mendorong tingginya permintaan. Logam dasar
menghasilkan keuntungan terbesar, dengan harga nikel naik ke level
tertinggl sejak 2014 dan harga tembaga terus mengalami kenaikan.
Liium dan timah juga terus mengalami peningkatan seirnng
pengeunaannys pada mobil listrik. Platinum menjadi logam mulia
dengan kinerja terbaik, didorong penggunaannya dalam konverter
katalitile.
3.1.1.1 Ekonomi Nasional

Perckonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami tckanan
besar akibat pandemi Covid-19, Kontraksi pertumbuhan ekonomi
Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 sebesar 2,1  persen,
merupakan yang pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun
1957/1998, Hal ini berpotensi membawa Indonesia turun ke dalam
kategori negara berpendapatan menengah-bawah (lower middie income
countries), setelah sempat  masuk ke  kategori  negara
berpendapatan mencngah-atas (upper middle income couniries] pada
tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan Indonesia tahun 2020 terjadi
pada scmua hkomponen PDB, baik dar sisi pengeluaran, lapangan
usaha, maupun wilayah.

Dari sisi PDB pengeluaran, pada tahun 2020, konsumsi
masyvarakat yang meliputt konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-
Profit yang Melayvani Rumah Tangga (LNPRT), terkontralesi sebesar 2,7
persen, Hal ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan dan
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penurunan daya beli masyarakal sebaga dampak pembatasan sosial
vang diberlakukan hampir sepanjang 2020. Untuk konsumsi LNPRT,
penvelenggaraan  pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada] yang
diselenggarakan pada akhir 2020, tdak dapat mendorong
pertumbuhan secara signiikan. Kensumsi pemerintah menjadi satu-
satunya komponen PDB pengeluaran yang mampu bertahan dengan
pertumbuhan scbesar 1,2 persen. Realisasi belanja negara mencapai
94,6 persen dari pagu, atau nalk 12,2 persen dan realisas: tahun
sebelumnya. Kondisi ini didukung oleh peningkatan stimulus fiskal
dalam bentuk program Pemulhan Ekonomi Nasional (PEN],
Pembentukan modal tetap bruto atau investasi terkontraksi sebesar 4,9
persen, scjalan dengan pelemahan investasi swasta dan pemerintah.
Ekspor dan impor barang jasa terkena dampak negatiif cukup besar
dengan kontreksi masing-masing sebesar 7,7 dan 14,7 persen, yang
disebabkan oleh turunnya aktivitas perdagangan global dan jumlah
wisatawan secara signifikan.

Pada tahun 2021 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh hingga
4,8 persen, dengan kisaran 4,5-5,3 persen. Namun, proses pemulihan
ini berpotensi berjalan lambat, dipengaruhi oleh penambahan kasus
Covid-19 harian vang masih tingg serta munculnya varian baru virus
Corona, Keberhasilan kebijakan penanganan Covid-19 akan menjadi
kunci meningkatnysa keyvakinan masyarakat serta dunia usaha, yang
kemudian dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Pemberian
vaksin Covid-19 juga skan memulihkan keyvakinan masvarakat dalam
melakukan gktivitas ekonomi. Perkembangan vaksinasi Indonesia
menunjukkan perkembangan positif dan terus bergulir sejak Januari
2021,

Investasi diharapkan menjadi kunci pemulthan ekonomi agar
mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatlkan lkapasitas
produktiil perekonomian. Pemulihan ckonomi secara bertahap dan
alokasi belanja modal wyang lebih besar, diperkirakan mampu
mendorong pertumbuhan investasi hingga 6,2 persen pada tahun 2021.
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Konsumsi masyvarakat diperkirakan pulih seiring dengan
perbaikan daya belli masyarakat dan berangsur normalnya
perekonomian sebagai dampak positif vaksinasi. Konsumsi masyarakat
diperkirakan akan tumbuh 3,7 persen, sementara konsumsi
pemerintah diperkirakan tumbuh 4,8 persen. Hal ini dipengaruhi oleh
stimulus PEN serta program vaksinasi, Kinerja ekspor diperkirakan
mengalami akselerasi seiring dengan pemulihan ekonomi global,
utamanya mitra dagang utama Indonesia, yaitu Cina, dan peningkatan
harga kemoditas internasional, Dikombinasikan dengan pemanfaatan

beberapa perjanjian perdagangan hbilateral maupun regional, kinerja
ekspor Indonesia diperkirakan meningkat 11,5 persen. Sementara itu,
impor diperkirakan tumbuh 12,9 persen, didorong oleh perbaikan
permintaan domestik secara bertahap.

Tabel 3-1 Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2020-2021
(Persen)
20201 RPJMN2 QUTLOOK
20213
Pertumbuhan PDRB o | 5,4-5,7 4.8
Konsumsi Rumah Tangga dan 2,7 | 5254 3.7
LNPRT |
Konsumsi Pemerintah N 1,9 | 4,546 4,8
Investasi (PMTB] 49 | 5,862 6,2
Ekspor Barang dan Jasa =77 3,9-4,2 11.5
| Impor Barang dan Jase -14,7 4,4-4,6 12,9

Sumber ; 1) BPS, 2020; 2 RAIMN 2020-2024; 3) Rancangan RKP, Mei 2021

Dari sisi lapangan usaha, sektor dengan pertumbuhan tertinggi
pada tahun 2020 adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar
11,6 persen, dikut sektor informasi dan komunikasi sebesar 10,6
persen, Tingginye pertumbuhan kedus sektor tersebut didorong oleh
peringkatan permintaan selama masa pandemi Covid-19. Adapun
sektor lainnyva vang mampu tambuh positif adalah sektor pertaman,
kehutanan, dan perikanan; pengadaan air, pengelolaan sampah,
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limbah dan daur ulang; jasa keuangan dan asuransi; real estate; serta
jasa pendidikan,

Sementara itu, pertumbuhan tahunan terendah tshun 2020
dialami oleh sektor transportasi dan pergudangan =serta sektor
penyediaan akomodasi dan makan minum yang masing-masing
terkontraksi sebesar 15,0 persen dan 10,2 persen. Sektor transportasi
dan pergudangan terkontraksi karéna adenyva penutupan perbatasan
seria penghentian sebagian besar aktivitas penerbangan domestik dan
internasional. Sementara sektor penvediaan akomodasi makan dan
minum hanys mampu melayanm delivery atau take-away, ditambah
dengan turunnya wisatawan, baik mancanegara dan domestik, yvang
terlihat salah satunya dari tingkat okupansi hotel vang mengalam
penurunan signifikan.

Selain 1tu, sektor industri pengolahan, yang memiliki kontribusi
paling tinggi terhadap PDB, juga mengalami kontraksi di tahun 2020
sebesar 2,9 persen. Kontraksi ini lebih dalam dibandingkan kontraksi
pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini terjadi sebagai dampak
dari penurunan daya beli masvarakat, aktivitas perdagangan global,
dan utilisasi produksi sebagal dampak dar panderm Covid-19.

Pada tahun 2021, kecepatan pemulihan antarsektor akan
berbeda. Sektor industri pengolahan diperkirakan mampu tumbuh
mencapai 4,2 persen. Optimisme ditunjukkan oleh indikator PMI
Manufacturing vang mulai menunjukkan ekspansi sejak November
2020 dan terus berlanjut hingga April 2021. Hal ini mengindikasikan
bahwa kinerje industri pengolahan menunjukkan perbaikan, Kinerja
positlf tersebut diharapkan terus bertahan hingga akhir tahun 2021.

Sekior pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh
sebesar 1,0 persen, yang salah satunya didorong oleh peningkatan
harga komoditas global dan program hilirisasi pertambangan melalui
pembangunan smeiter serta implementasi UU Nomor 3 Tahun 2020

tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang
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Pertambangan Mineral dan Batubarg, yang mengamanatian agar tidak
lagi melakukan ekspor bahan mentah.

Pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang sempat
mengalami penundaan akibat pandemi Covid-19, mulai dilanjutkan
kembali pada tahun 2021, Keberlanjutan pembangunan infrastruktur
ini menunjukkan perbaikan kinerja sektor konstruksi vang diharapkan
mampu tumbuh mencapal 5,7 persen.

Sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyvediaan
akomodasi makan dan minum; dan sektor perdagangan vang terkens
dampak pandemi Covid-19 diperkirakan berangsur-angsur pulih pada
semester 1T 2021 seirnng dengan meluasnya vaksinasi.

Scktor yang tercatat mampu tumbuh tinggm di tengah kondisi
pandemi Cowvid-19, yvakni sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial,
serta scktor informasi dan komunikasi, diperkirakan masih akan
mumbuh tinggl pada tahun 2021 dengan pertumbuhan masing-masing
sebesar 4.9 dan 9,1 persen. Permintaan masyarakat terhadap sektor
jasa kesehatan seperti obat-obatan, alat kesehatan dan wvaksinasi
diperkirakan masih akan tinggi. Sementara, tren perubahan pola kerja
dan belgjar ke arah digitalisasi terus berlanjut dan masih akan
membutuhkan dukungan sektor informasi dan komunikasi.

— e —
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Tabel 3-2 Pertumbuhan PDE Sisi Lapangan Usaha Tahun 2020-

2021 {Persen)
URAIAN 20201 RPJMN2 OUTLOOK
20214

Pertumbuhan PDRB -2.1 5,4-57 4,8
Pertanian, Kehutanan, dan 1,8 3,7-3,8 3,4
Perikanan
Pertambangan dan Penggalian -2,0 1,9-1.9 1,0
Industri Penpolahan -2.9 9,2-3,3 4.2
Pengadaan Listrik dan Gas 2.3 | 5,2-5,2 2,0
Pengadaan  Air, Pengelolaan 4.9 4.3-4.4 5.4
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang -
Konstruksi 33 | 5861 | 57
Perdagangan Besar dan Ececran, -3,7 2,6-6.0 4.4
Heparasi Mobil dan Sepeda
| Maotor =k e
Transportasi dan Pergudangan -15,0 7,1-74 | 48
 Peryediaan  Akomodasi  dan -10,2 6,1-6,3 2,4
' Makan Minum I S L
Informasi dan Komunikasi . 106 | 7,788 4,1
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 3,4 6,469 | 46
Real Estate |1 23 2,0-5,0 4,1
|JasaPerusahaan | -54 | 8484 | 48
Administrasi Pemerintahan, -0,0 4.8-5,1 2.9
Pertahanan, dan Jaminan Sosial
Wajpb L.
| Jasa Pendidikan 1 26 5,2-5.2 3,9
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 11,6 7,0-8,0 4,9
Sosial - _= = -
| Jasa Lainnva 4,1 9.3.9.5 a6 |

Sumber : 1) BPS, 2020; 2) RRJMN 2020-2024; 3) Rancangan RKF, Mei 2021

Prospek pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 pada
tahun 2021 diperkirakan memberikan dampak positil bagi pencapaian
sasaran pembangunan. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat
lkerniskinan diperkirakan menurun, tingkat kesenjangan mengecil, dan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM] meningkat.
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Tabel 3-3 Target dan Indikator Pembangunan Tahun 2021

(Persen)
URAIAN 2020 OUTLOOK
2021
Target Pembangunan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 7,07 5,9-6,5
Tingkat Kemiskinan (%) 10,19 g,2-9.7
Rasio Gini (nilai) 0,385 | 0,377-0,382
IPM (nilai) 71,94 72,69
|F Penurunan Emisi GRK 25,93 23,55
Indihtq;__?umhqgum
Nilai Tukar Petani (NTP] 103,25 102-104
| Nilai Tukar Nelayan (NTN) 100,22 100-104

Sumber | Rancangon REKE, 2021

3.2 Asumesi Dasar Yang Digunakan Dalam APBED
3.2.1Perkembangan Terakhir Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Jambi pada triwulan I-2021 mengalama
kontraski 0,33 persen (voy), membaik dibandingkan triwulnan
sebelumnya yang terkontraksi 0,99 persen (yoy), namun masih berada
di bawah pertumbuhan triwulan 1 tahun 2020 sebesar 1,97 persen
{vov]. Penurunan kinerja ekonomi terjadi pada hampir seluruh
lapangan usaha kecuali pertanian, konstruksi, serta real estate, namun
secara keseluruhan masth mendorong perbaikan ekonomi.

Kontraksi ekonomi Provinsi Jambi pada trivulan 1 2021 terutama
disechabkan oleh aktivitas ekonomi dan mobilitas masvarakat vang
belum pulih sepenuhnya memasuki new normal. Setelah puncal
pandemi Covid-19 pada triwulan [I 2020, berbagai negara telah
melonggarkan kebijakan lockdown atau pembatasan sosial sejak
kuartal ketiga Tahun 2020. Namun peningkatan resiko gelombang baru
Covid-19 akibat mutasi virus mengakibatkan sejumlah negara kembali
menerapkan kebijakan lockdown atan pembatasan sosial secara ketat
Kondisi terscbut menahan pemulihan perdagangan global dan

maobilitas masyaralkat.
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Sebaliknya, pertumbuhan sektor pertanian mengalami perbaikan
pada triwulan 1 tahun 2021. Perbaikan kinerja scktor pertanian
terutama didorong oleh peingkatan preduksi tanaman perkebunan
khususnya kelapa sawit dan karet ditengah membaiknya harga
komoditas global serta berlangsungnya periode panen tanaman
pangan. Peningkatan produksi tanaman kelapa sawit merupakan hasil
dari program replanting sejak tahun 2015. Namun demikina, dampak
La Nina hingga akhir triwulan [ tahun 2021 masih sedikit menahan
perbaikan produksi tanaman perkebunan lebih lanjut. Di sisi lain,
permintaan komoditas kelapa sawit dan karet meningkat sehingga
turut mendukung perbaikan kinerja sektor pertanian. Peningkatan
permintaan komoditas pertanian mendorong perbaikan harga CPO dan
karei pada triwulan 1 2021,

Terkait dengan scktor pertambangan, scktor ini mengalami
kontraski lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan
dengan kinerja ekspor dan indikator pendukungnya. Pada triwulan I-
2021, pertumbuhan ekspor migas terkontraksi sama halnya dengan
ekspor non migas dibandinglkan dengan trivulan sebelumnya.

Sementara, sektor Konstrukst mengalami peningkatan signifikan
pada triwulan 2021 didorong oleh sejumlah proyek strategis nasional
antara lain ruas jalan tol dan kawasan mdustri. Peningkatan tersebut
sgjalan dengan perbaikan kinerja permbentukan modal tetap domestik
bruto pada triwulan 1-2021.

Namun resiko penyebaran Covid-19 yang masih tinggt pada
triwulan [-202]1 masih menashan permintaan domestik, Hal ind
tercermin pada pertumbukan sektor Perdagangan dan Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum, Kinerja kedua lapangan usaha tersebut
masih mengalami kontraksi disebabkan lemahnya konsumsi
masyarakat namun tidak lebih dalam dari triwulan sebelumnya.
Perbaikan tersebut dikarenakan timbulnya sentimen positifl masyarakat
terhadap program vaksinasi Covid-19 yang telah dimulai pemerintah
sgjak tahuan 2021,

{rpljakan Umum AP0 Frev. Jamed 3-10 | |
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Dh tengah penurunan kinerja Sektor Perdagangan, konsumsi
rumah tangga juga mengalami hkontraksi. Penurunan tersebut
disebabkan oleh normalisasi kebutuhan masyarakat pasca libur akhir
ighun. Selain itu, angka konsumsi masyarakal vang masih normal di
triwulan yang sama pada tahun sebelumnya jika dibandingkan dengan
triwulan  1-2021 wvang terdampak pandemi Covid-19 membuat
pertumbuhan  menjadi negatif. Sejalan dengan konsumsi rumah
tangga, kinerja konsumsi LNPRT, pemerintah, ekspor dan impor juga
menunjukkan penurunan pada triwvulan [-2021. Menurunnya angka
pengeluaran tersebut terutama dikarenakan masa tunggu pelantikan
Kepala daerah terpilih akibat belum adanya keputusan terkait sengketa
Pilkada.

Berdasarkan andil triwulan [-2021, sektor Konstruks:
menyumbangkan andil paling tinggi sebesar 1,28 persen. Selanjuinya,
diikuti oleh sektor pertanian dengan andil sebesar 0,95 persen, Jasa
Keuangan dan asuransi dengan andil 0,16 persen, dan sektor
keschatan dan kegiatan sosial dengan andil 0,04 persen.

Sementara, laju pertumbuhan paling tinggi terjadi pada sektor
Konstruksi sebesar 18,01 persen (vov). Selanjutnva, berturut-turuat
diikuti oleh sektor Jasa keuangan dan Asuransi yang tumbuh 6,79
persen, dan selktor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,67 persen
(yay).

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas
dasar harga berlaku pada triwulan [-2021 tidak menunjukkan
pergeseran secara signifikan. Pangsa terbesar perekonomian Provinsi
Jambi masih bersumber dar Sektor Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan sebesar 32,07 persen. Selanjuinya dilkuti oleh scktor
Pertambangan dan Penggalian dengan pangsa scbesar 12,69 persen;
serta sektor Perdagangan Besar dan Eceéran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor sebesar 12,20 persen dari total pertumbuhan ekonomi
triwnlan 1 2021, Selain i, sektor industri pengolahan juga masih
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menjadi tumpuan perekonomian Provinsi Jambi dengan pangsa
sehesar 10,53 persen.
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Tabel 3-4 FPDRB menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga

Berlalu Triwulan | 2021 (Miliar Rupiah)

R TW I 2021

(Rp M)

PDRB | Struktur  Laju
Uralan ‘ ‘mm;;hmmm

A irh’.‘"r rn.-j. .

IEAr -:.:"'E-

4k IL_

by

Admm:atmm pe_mmutahan 2.435,5 _ . 4,58 =
dan Jam.man uuami wajib , |

Jm.
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Jasa kesehatan dan 702,7| | 1,29
kegiatan social .

Sumber : BFS, 2021
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Dari sisi pengeluaran, melambatnya pertumbuhan ekonomi
disebabkan oleh perlambatan ekspor di tengah perbaikan kinerja
komponen penggunaan lainnya. Hal ini mengindikasikan terjadinya
pemulihan ekonomi meskipun masih relatl terbatas. Perkembangan
PDRE ekspor Provinsi Jambi pada triwulan 1-202] terkontraksi 11,13
persen (yoy). Lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang
terkontraksi 4,76 persen (voy) dan juga menurun dibandingkan
triwulan I-2020 yvang terkontraksi sebesar 0,01 persen. Penurunan juga
ditunjukkan olch kinerja Impor yang terkontraksi sebesar 2,73 persen
pada triwulan [-2021. Perkembangan impor tersebut menurun
dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh scbesar 1,37 persen
(vov], namun masih lebih baik jika dibandingkan impor triwulan 1-2020
vang terkontraksi 6,19 persen. Penurunan kinerje perdagangan
eksternal tersebut sejalan dengan penurunan nilal ekspor luar negeri.
Nilai ekspor luar negeri total Provinsi Jambi termasuk komoditas non
migas pada triwulan [-2021 terkontraksi 38,23 persen (yoy)
dikarenakan pelemahan volume perdagangsn dunia akibat Covid-19
menyebabkan kinerja ekspor sejak keseluruhan tahun 2020 mengalami
penurunan,

Selanjutnyva, penurunan konsumsi rumah tangga pada triwulan I-
2021 juga turut mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi
dari sisi pengeluaran, dimana konsumsi rumah tangga terkontraksi
sebesar 0,47 persen (voy), dan lebih rendah dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya vang tumbuh 4,72 persen (yoy). Andil
kontraksi konsumsi rumah tanges terhedao perekonomian sebesar
0,21 per=zen,

Menurunnya kinerja konsumsi rumah tangga sejalan dengan
menurunnys kinerja beberapa lapangan usaha seperti perdagangan
dan lain-lain vang masih merupakan dampak pandemi Covid-19. Selain
iz, normalisasi permintaan pasca HBKN dan libur panjang di akhir
tabun 2020, juga berdampals terhadap penurunan kinerja konsumsi
rumah tangga dibanding triwulan sebelumnya. Penurunan kinerja

fehijakan Umum APED Prov, Jembi FItfHaiaman
Tafun Anggdran 1032




konsumsi juga terjadi seiring dengan penurunan penyaluran bantuan
sosial pada triwulan 1-2021 yang menurun sebesar 87,84 persen
dibanding triwulan sebelumnya. Selain itu, penyerapan Program
Keluarga Harapan (PKH) juga menurun sebanyak lebih kurang 5.000
kelompok penerima manfaat (KPM) dibanding triwulan sebelumnya,
sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat terutama pada para
peserta KPM, Penurunan tingkat hunian hotel dan jumlah tamu
menginap serta perlambatan pertumbuhan kredit konsumsi yang
hanya tumbuh 3,19 persen (voy] dibandingkan triwulan sebelumnya
juga mempengaruhi penurunan konsumsi rumah tangga.

Selanjutnya, konsumsi pemerintah terkontraksi sebesar 4,95
persen, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraski
2,39 persen [yov) dan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang
tumbuh sebesar 2,65 persen. Penurunan kinerja konsumsi pemerintan
terutama disebabkan realisasi belanja pemerintah yang masih rendah
sesuai dengan pola tahunannnya, yang hanya terserap sebesar 4,09
persen terhadap APBD Tahun 2021, atau terkontraksi sebesar 39,53
persen. Kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan akan membaik
pada triwulan Il tahun 2021.Realisasi belanja pemerintah diperkirakan
mulai difokuskan pada belanja rutin pegawai dan pelaksanaan agenda
vang telah tertunda dikarenakan tuntutan pemungutan suara ulang
atas hasil keputusan pilkada Provinsi Jambi yang sebelumnya, yang
mengakibatkan penundaan pengangkatan gubernur terpilih.

Kebifokan Umam APBD Prow, Jambi 315 H
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Tabel 3-5 PDRB Sisi Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku
Triwulan [ 2019 {miliar rupiah)

Pembentukan Modal Tetap  12.6954| 14,88 23,37 |

Bruto
Perubahan Inventori 1.
Ekspor Barang dan.Jasa
Impor Barang dan Jﬂ.ﬂ-ﬂ. |

PDRB
Sumber: BPS, 2021
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Satu-satunya vang dapat menunjang pertumbuhan PDRB
Provinsi Jambi tidak terkontraksi terlalu dalam damn sisi pengeluaran
adalah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)
Perkembangan PDRB investasi di Provinsi Jambi yang dinyatakan
dalam PMTDB tumbuh signifikan sebesar 14,88 persen (voy] pada
triwulan 1-2021, dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga tumbuh
7,50 persen. Perbaikan investasi ini terutama didorong pengerjaan
proyek PLTA di Kabupaten Kerinci serta persiapan ruas JTTS.
Perbalkan kinerja PMTDB juga didorong oleh peningkatan investasi
swasta, Hal ini tercermin darn perbaikan penanaman modal dalam
negeri maupun asing pada triwulan [-2021. Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN] tumbuh sebesar 175,96 persen (voy] menjadi Rp2,84
triliun, membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Sama halnya
dengan Penanaman Modal Asing (PMA) ambuh sebesar 152,73 persen
(vov) menjadi US$ 17,13 juta dibanding triwulan sebelumnya.
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3.2.1.1 Inflasi
Inflasi Provinsi Jambi triwulan [ 2021 sebesar 2,65 persen [voy},

lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,01
persen [yvoy), namun realisasi inflasi ini lebih tinggi jika dibandingkan
dengan inflasi nasional vang sebesar 1,37 persen. Inflasi Provinsi Jambi
lersebut merupakan komposit dari inflasi Kota Jambi sebesar 2,7
perseri, dan Kabupaten Bungo sebesar 2,17 persen. Inflasi ini terjadi
seiring mulai pulihnya mobilitas dan aktivitas masyarakat setelah
pelonggaran pembatasan sosial serta didorong momentum han libur
Imlek dan juga libur Isra’ Mi'raj.

Inflasi pada triwulan [-2021 terutama disumbangkan olch
kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, serta kelompok
Perumshan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Hal ini
sejalan dengan meningkatmya konsums: masyarakat ditengah berbagsai
kebijakan relaksasi pembatazan sznsial akibat pandemi Covid-19 dan
didorong sentimen positf dar implementasi vaksin yang terus
berlanjut. Lebih lanjut, tekanan inflasi pada sejumlah komoditas
dipengaruhi oleh penurunan pasckan dari dacrah sentra produksi
ditengah meningkatnya permintaan masyarakat.

Inflasi di Kota Jambi terutama bersumber dar kenaitkan harga
pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,89 persen
{voy). Meningkatnva harga rokok dan tembakau diakibatkan oleh
kenaikan tarif cukai tembakau yang ditetapkan oleh Pemerintah
sebesar 12,5 persen. Berdasarkan komoditasnya, inflasi pada triwulan
[-2021 terutama disumbangkan oleh cabai merah, daging ayam ras,
bawang merah, minyak poreng dan ikan nila seiring berkurangnya
pasokan. Sedangkan penyumbang deflasi adalah cabai rawit, beras dan
telur ayam ras. Kelompok perumahan, air, listrik den bahan baker
rumah tangga juga menyumbang inflasi sebesar 1,00 persen (voy)
dengan andil scbesar 0,19 persen. Inflasi utarmnanya disebabkan oleh
komoditas seng, besi beton, dan batu bata, yvang didorong oleh

membaiknyva percekonomian seinng pelonggaran mobilitas masyarakat
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sehingga masyarakat tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan

primer, namun jugs telah mampu untuk memenuhi kebutuhan papan.

Tabel 3-5 Inflasi Triwulan [-2021 (miliar rupiah)
INFLASI TW I 2021 (yoy)
KELOMPOK BARANG/JASA KOTA JAMBI  KOTA MUARO

| BUNGO
MAKANAN, MINUMAN DAN 6,89 | 5,19
TEMBAKAU
PAKAIAN DAN ALAS KAKI D —l:.j,ET“ | 1,5_2.
PERUMAHAN, AIR. LISTRIK, DAN 1,00 ' 0,28
BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA '
PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN 221 | 0,78
PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH
KESEHATAN ' 1,49 ! 0,81
TRANSPORTASI 0,80 ' 0,29
INFORMASI, KOMUNIKASI DAN JASA 2,35 ' 0,56
KEUANGAN
REKREASI, OLAHRAGA, DAN 1,01 0,40
BUDAYA
PENDIDIKAN -0,38 -0,08
PEMYEDLAAN MARANAN DAN 1,01 0,21
MINUMAN / RESTORAN
PERAWATAN PRIBADI DAN JASA 1,43 ' 4,36
LAINNYA
UMUM ' 2,71 2,17

Bymber ; BPS, 2021

Kelompok Perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin ramah
tangea juga turut mendorong inflasi Kota Jambi, dimana mengalami
inflasi sebesar 2,212 persen (yoy] dengan andil 0,13 persen. Inflasi
kelompok ini didorong ecleh sub kelompok peralatan dan perlengkapan
perumahan dan kebun. Lebih lanjut, kelompok informasi, komunikasi
dan jasa kKeuangan juga mengalami inflasi sebesar 2,35 persen {yoy),
dengan andil sebesat 0,12 persen. Inflasi pada kelompok ini didorong
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oleh sub kelompok asuransi, seiring kenaikan premi BPJS kelas III di
awal tahun 2021, menyusul kenaikan premi kelas lainnya sejak Juli
2020.

Kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 0,80 persen
(yov], lebih rendah dari triwulan sebelumnya vang sebesar 2,64 persen.
Hal ini didormng oleh inflasi pada angkutan udars disebabkan oleh
sgjumlah pelonggaran mobilitas masyarakat yang ditetapkan
pemerimtah serta sejumlah hari libur yang bertepatan sebelum libur
akhir pekan.

Sementara inflasi Bunge pada tniwulan | 2021 terutama
disumbangkan oleh kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan
tembakau, dengan laju inflasi sebesar 3,19 persen (yoy). Inflasi
kelompok tersebut disebabkan oleh kenaikan harga rokck akibat
kebijakan pemerintah yang menetapkan untuk meningkatkan tarif
cukal rokek dengan rata-rata sebesar 12,5 persen. Sub kelompok
makanan yang mengalami inflasi sebesar 3,23 persen (yoy) didorong
oleh kenaikan harga cabal rawit dan cabai merah, yvang disebabkan
pasokan yang terbatas akibat berakhirnya masa panen raya dan
dampak La-Nina yvang mengakibatkan curah hujan tinggl schingga
produks: komoditas cabal tidak optimal,
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BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan,
dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD)
merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah, melalui proses pembahasan untuk
persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
tentang APBD vang diajukan oleh Gubernur,

Selanjutnya mempedomani Peraturan Pemerintah RI Nomor 12
Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Strukwur APBD
merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari:
1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yvang dipisahkan,
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
1.2 Pendapatan transfer, meliputi:
g, Transfer Pemerintah Pusat
- Dana Perimbangan
¥ Dana transfer umum, vang terdiri dari DBH dan DAU
# Dana transfer khusus, yang terdiri dari DAK Fisik dan
DAK non fisik
- Dana Insentif Daerah
- Dana otonomil Khusus

- Dana Keistimewaan
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- Dana Desa
b. Transfer antar-daerah
- pendapatan bag hasil
- bantuan keuangan
1.3 lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi:
a. Hibah;
h. Dana darurat; dan/atau
c. lain-lain pendapatan sesuail dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Pemerintah Provinsi Jambi pada Penyusunan Rancanagan APBED
Tahun Anggaran 2022 telah mengikuti struktur Pendapatan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belamja Daerah Tahun
Anggaran 2022, adapun struktur APBD yvang dipunakan untuk Tahun
Anggaran 2022 adalah sebagal berilout :
1. Pendapatan Daerah, terdiri dar:
1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:
a. Pendapatan Pajak Daerah;
b. Hasil Retribusi Daerah;
. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
1.2 Pendapatan Trasfer
a. Transfer Pemerintah Pusat
- Dana Perimbangan
¥ Dana transfer umum, vang terdini dan DBH dan DAU
» Dana transfer khusus, yang terdiri dari DAK Fisik dan
DAK non fisik
- Dana Insentif Daerah

- Dana otonomi Khusus
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- Dana Keistimewaan

- Dana Desa

b. Transfer antar-daerah

- pendapatan bagi hasil
- bantuan keuangan

1.3 lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi:
a. Pendapatan Hibah;

b. Dana Darurat

Lain-lain pendapata scsual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

4.1 Kebijaktan Perencanaan Pendapatan Daerah yang
diproyeksikan untuk tahun Anggaran 2022,

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi terkait dengan

rencana pendapatan daerah pada tahun 2022 adalah:

L:

Melakukan identifikasi pembaharuan atas berbagal potensi
baru sumber penerimaan baik yang bersumber Pajak Daerah
dan Retribusi Daersh vang merupakan kewenangan
Pemerintah Provinsi;

. Melakukan pemutakhiran data dan pelaporan secara periodik

schagaimana vang disyaratkan untuk peningkatan Dana
Perimbangan, terutama yang bersumber Dana Alokasi Umum
dan Dana Alokasi Khusus;

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait
dengsn penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan;

. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

untuk meningkatkan pendapatannys, {erutama yang
bersumber dar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah vang
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional
Pemungutan Pendapatan Daerah dan meningkatkan

Kebilakan Umum AFBD Prov. Jambd =3 b i1
Tahum Anggaran 2033



Pendapatan Daerah dengan intensifikasi, ekstensifikasi, dan
Inovasi;

6. Lebih meningkatkan koordinasi secara sinergis dan hubungan
kerja di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat,
Perangkat Dacrah Penghasil, Kabupaten/Kota, dan Tim
Pembina Samsat (Polri dan PT. Jasa Raharja);

7. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan
masyarakat sebagai wupaya meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi
daerah;

8, Meningkatkan eksistensi, peran dan fungsi UPT, UPFD dan
Balai Penghasil dalam wupaya peningkatan pelayanan dan
pendapatan;

9, Meningkatkan kualitas pengelolaan assct dan keuangan
daerah dengan cara memperbaiki sistem pengendalian intern
dalam pengelolaan pendapatan daerah berjalan  efektil
schingga mampu mencegah peluang terjadinya kebocoran dan
penyimpangan;

10. Melaksanakan proses pendataan ulang terhadap potensi
objek pajak daerah dan retribusi daerah, untuk
meningkatkan  ketetapan  dan  kebenaran  sekaligus
pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang
pelaksanaannya belum optimal;

11. Melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah terkaat
untuk melalkulkan inventarisasi kendaraan-kendaraan
angkutan perusahean vang melakukan distribusi atau
pengangkutan hasil sumber daya alam;

12. Melaksanakan razia kendaraan dengan melibatken seluruh
pihak-pithak yang berkompeten secara terencana dan
berkelanjutan;

Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana penjelasan di
atas, Permmerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Badan Keuangan
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Daerah harus berpedoman pula terhadap kebijakan Pemerintah

Pusat yang antara lain meliputi;

a. Kebijakan Pemerintah terhadap Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui
Permendagri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan
Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018, sebagaimana yang
telah diubah menjadi Permendagri Nomor 33 Tahun 2018
tentang perubahan atas Permendagri Nomor 5 Tahun 2018
tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun
2018;

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor, di mana dengan peraturan Undang-undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah,
di mana tarif Pajak Bahan Balkar Kendaraan Bermotor (PBBE-
KB) adalah scbesar 5 persen, yang sebelumnya PBB-KB
tersebut adalah 7,5 persen.

4.2 Target Pendapatan Daerabh meliputi Pendapatan Asli
Daerah (PAD),Pendapatan Transfer,dan lain-lain
Pendapatan Daerah yang sah

Memperhatikan kebijakan atas rencana pendapatan daerah
sebagaimana tersebut di ates, meka usulan target pendapatan
untuk tahun 2022 yvang akan datang adalah sebesar Rp4,207
triliun, jumnlah tersebut lebih rendah dari target tahun 2021 yang
ditetapkan dalam APBD Murni segjumlah Rp4,294 triliun atau
turun scjumlah Rp87,263 miliar (menurun sebesar 2,07 persen).

Penurunan  target pendapatan  tersebut  disebabkan oleh
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menurunnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang cukup
signifikan pada tahun 2022.Target Pendapatan Daerah Meliput :

|. Kebijakan Pendapatan Asli Dacrah (PAD)
Asumsi Tahun 2022 untuk Pendapatan Ash Daerah (PAD)
ditargetkan sejumlah Rpl,772 trililun atau naik sejumlah
Rp265,554 miliar dari target tahun 2021, Adapun
Kontribusi PAD atas Target Pendapatan Dacrah sebesar
42,13 persen.

2. Pendapatan Dana Transfer Pusat
Tahun 2022 Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat
ditargetkan sejumlah Rp2,400 triliun atau berkurang Rp385,565
miliar dari target Murni tahun 2021 sejumlah Rp2,785 triliun
atau terdapat penurunan scjumlah 16,06 persen. Kontribusi
Dana Transfer terhadap Target Pendapatan Daerah sebesar 57,04
persen.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Bah
Berupa pendapatan hibah yang berasal dari hibah Jasa Raharja
dari Bank Dunia yaitu berupa Hibah BioCF ISFL Untuk
pendapatan hibah tahun 2022 meningkat sebesar 32,763 Milyar
mengalami pertambahan dari tahun 2021 yakni sebesar Rp1,623
miliar.
Uraian pendapatan dilihat secars lengkap pada tabel 4.1

sebagail berilout:
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Tabel 4-1
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BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan
rencana kerja keuwangan tahunan pemenntah daerah yang disusun
secara jelas dan spesifik sebagai desain teknis pelaksanaan strategi
untuk mencapai tujuan dacrah dalam bentuk alokasi dana
berdasarkan prioritas pemerintah daerah dengan mempertimbanglan
kemampuan pendapatan daerah. Anggaran yang baik tidak hanya
memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan
namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai
kondisi kinerja pemerintah daecrah yang akan dicapai, sehingga
angpgaran dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja, dengan kata
lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan
fungsi-fungsi pemerintah daerah.

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam
pelaksanaan APBD vang merupakan instrumen dalam menjamin
terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait
dengan kebijakan pendepaten maupun belanja dacrah mengacu pada
aturan vang melandasinya ©baitk Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan
Kepala Daerah.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan  konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan
pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan scbagaimana yang telah ditegaskan
dalam Undang-Tindang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

BEelanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan

pemerintahan  wajib  terkait pelayanan dasar dan untuk urusan
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pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan
urusan pemerintahan pilihan. Selain itu belanja daerah juga harus
mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun
2022 sesuai dengan kewenangan tingkatan Pemerintah Daerah
(Provinsi/ Kabupaten dan Kota). Sehubungan dengan hal tersebut,
penggunaan APBD diarahkan untuk kegiatan yang berorientasi
produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber
dava manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kineria setiap
belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah,
maupun program dan kegiatan, vang bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanasn anggaran dan memperjelas efektifitas dan
efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus
memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi
langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan
dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target
kinerjanya.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah tahun
2022 sebagal instrumen utama kebijakan fiskal akan didesain sesuai
dengan fungsinya beik sebagai alat stabilisasi ekonomi, dan alat
alokasi dana masvarakat, maupun sebagai alat distribusi pendapatan.
Selain itu, kebijakan alokasi anggaran dalam APBD akan diarahkan
kepada “Pemuliharnt Ekonomi dan Peningkatan Resiliensi® sesual
dengan tema RKPD tahun 2022,

Berkenaan dengan itu, maka kebijakan dalam perencanaan
belanja daerah terutama untuk mendorong percepatan pembangunan
seslial dengan priontas pembangunan daerah yang diarshkan untuk
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan nilai tambah
ekonomi, peningkatan konektivitas dan sarana prasarana wilayah,
pemantapan ketghanan pangan, pengelolaan energi dan sumber daya
glam berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan
stabilitas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk
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mencapai itu semua, dalam Rencana APBD Tahun 2022 dianggarkan

untuk belanja dacrah sebesar Rp4, 784 triliun yang terdiri dari belanja

Operasi, belanja Modal, kemudian Belanja Tidak Terduga, dan terakhir

Belanja Transfer.

Kebijakan belanja daerah tahun 2022 diupayeskan dengan
pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efekctif,
antara lain melalui:

1. Mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan sebesar 20
persen dari total belanja daersh tahun 2022 dalam rangka
peningkatan indeks pendidikan meliputi Rata-rata Lama
Sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah.

2. Mengalokasikan anggaran untuk bidang kesehatan sebesar 10
persen dari total belanja daerah di luar gaji untuk peningkatan
kualitas dan aksesibilitas pelavanan dasar kesehatan dalam rangka
peningkatan usia harapan hidup, serta pencapaian SDG's, dan yvang
terutama dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19,

3. Memenuhi anggaran untuk bidang pengawasan sesual dengan
kewenangan dan regulasi yang mengaturnya,

4. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan
variable cost secara terukur dan terarah, yaitu:

a. Pemenuhan kebunihan dasar dalam menjamin keberlangsungan
operasional rutin kantor {biaya listrnik, telepon, air bersih, dan
belanja alat tulis kantor};

b, Pengalokasian keburuhan belanja kepiatan yang merupakan
pelaksanasn tugas dan [ungsi Perangkat Daersh (PD) yang
meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi,
pengendalian dan evaluasi, perencanaan, dan pengawasan,

c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung
program-program  pembangunan yvang menjadi prioritas dan
ungegulan PD, program/kegiatan yvang telah menjadi komitmen
Pemerintah Provina: Jemin (commmutted budget),

Keidjakan Umom APBO Prov. Jambi 53|
Tehun ANggaran 2022




5. Untuk mendukung percepatan pembangunan pada 2023, belanja
difokuskan pada pemulihan ekonomi dan pemulihan dampak
Pandemi Covid-19. Selain itu, tentu saja Pemerintah Provinsi Jambi
akan melaksanakan  program/kegiatan yang mendukung
pencapaian  Visi JAMBI MANTAP, pemenuhan belanja sesuai
penetapan oleh regulasi, serta pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal vang telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan

kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan mendukung sasaran

pembangunan nasional.

6. Pembangunan infrastrukwur pada tahun 2022, diharapken akan
memberi dampak bagi percepatan pemulihan ekonomi dibeberapa
sector, untuk itu diusulkan sejumlah subkegiatan yvang akan
dilaksanakan dalam bentuk tahun jamak. Selain
mempertimbangkan kemampuan anggaran, hal ini juga didasarkan
pada pertimbangan pekerjaan konstruksi yvang membutuhkan
waktu penyelesaian lebih dan 12 bulan. Adapun rencana
subkegiatan tahun jamak yvang kami usulkan adalah penanganan
jalan pada: (1) ruas jalan Simpang Talang Pudak - Suak Kandis; (2)
ruas jalan Simpang Pelawan - BSungai 8alak - pekan
Gedang/Batang Asai; dan (3) ruas jalan Sungai Saren - Teluk Nilan
~ Parit 10/ Senyerang; scrta (4) pembangunan stadion; dan (5)
|slamic Center

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer

dan Belanja Tidak Terduga ;
Hebijakan Penganggaran belanja Operasi tahun anggaran 2022
memperhatikan hal-hal sebagai bentkut:
5.2.1Belanja Operasi
Belamja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari ~hari Pemeriniah Daerah yang member manfaat jangka

pendek. Belanja operasi dirinei atas jenis:
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1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi
vang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawal ASN dan ditetapkan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang
representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN,
Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta
Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, Insentf pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang di
amanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium,
Penganggaran Belanja Pegawai tersebut bagi:

a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negen
Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan
gaji pokok dan tunjangan PNSD serta penyiapan dana pemberian
gaji ketigabelas dan tunjangan hari raya.

b. Pengangearan belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi
pegawai  dengan memperhitungkan acress yang besarnya
maksimum 2,5% [dua koma lima per seratus| dari jumlah belanja
pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Adapun sumber
pendanaan atas alokasi belanja ini dari Dana Alokasi Umum,

c. Penganggparan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagli Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta
ASN/PNS dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan
mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 {entang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan

Keselhiatan.
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d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan
kematian bagi ASN  dibebankan pada APBD dengen
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015
tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Pergturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara.

¢. Penganggaran penvelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan
kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta
Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD
disesuaikan dengan vang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil
Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

f. Penganggaran Tambahan Penghasilan kepada pegawai ASN
memperhatikan kemampuan  keuangan deerah  dengan
persetujuan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan
Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemberian tambahan penghasilan Kepada
pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah
dengan berpedoman pada peraturan pemerintah, Dalam  hal
belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah
dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN
setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

g, Penganggaran Insentil Pemungutan Pajak Decrah dan Retribusi
Dacrah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tenntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentiif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.
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h. Sebagai implementasi pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi bagi
pejabat/ PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak
daerah dan retribusi daersh atau pelayanan lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai
salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

i. Peningkatan alokasi belanja tersebut merupakan implikasi dari
diberlalkukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
DPRD.

i. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tunjangan Penghasilan Guru
PNED, dan Tunjengan Khusus Guru PNSD yang bersumber dari
APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik dianggarkan
dalam APBD Provinsi.

k. Penganggaran honorarium memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran,rasionalitas dan efektifitas dalam
pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapail target kinerja kegiatan dimaksud.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jase digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilai maniaatriya kurang dan 12 (dua
belas) bulan,termasuk barmg/jasa yang akan diserahkan atau dijual
kepada masvarakat/pihak ketiga/pithak lain dalam rangka
melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna
pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD
nads SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian ebjek, dan

sub rimecian objel
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Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa

memperhatikan hal-hal sebagai berilout :

a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan
kebutuhan nvata vang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala
Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta
memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun
Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

b. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non
ASN memperhatikan asas kepatutan,kewajaran,rasionalitas dan
efektifitas dalam pencapaian sasaran program,kegiatan dan sub
kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan wakiu pelaksanaan sub
kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan
dimaksud. Berkaitan dengat itu, jasa/honorarium;/ kompensasi
tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa
keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan
kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

c. Pengangparan jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan
penvelenggarsan jaminan kesehatan yvang disediakan oleh BPJS
Kesehatan dalam rangka pemeliharaan keschatan berupa medical
check up, kepada !

1. Kepala Daerah/Waldl Kepala Daerah sebanyak 1(satu) kali
dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami
dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan
kegiatan pada SKPD yang seseca fungsional terkait sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanval 1{sam) kali dalam 1
[satu] tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak,

diangparkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD
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vang seseca fungsional terlait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Dilakukan didslam negeri dengan tetap memprioritaskan
Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum
Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

4, Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatithan, bimbingan
teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan
kapasitas bagi :

1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
2. Pimpinan dan anggota DPRD; serta
3. Unsure lainnya yang dibutuhkan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
e. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah vang berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau
kuasa pengguns barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemehharaan barang sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

==

Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa
tanah yang diikuasai pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangarn.

g belanja perjalanan dinas dengan tetap mengedepankan asas
kepatutan dan kewajaran. Pengenggaran belanje peralanan
dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik
perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar
negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya
dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas
dimaksud sehingga relevan dengan substansi  kebijakan
Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding
dilaporkan sesual peraturan perundang-undangan.

n. Pengadaan Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan

atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka

melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan
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Dacrah berdasarkan visi dan misi Kepala Daergh yang tertuang
dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam
jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan
diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada
tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga
beli/bangun barang/jasa yang akan disershkan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampail
siap diserahkan
i. Uang vang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat
dianggarkan dalam rangka: 1ljhadiah yang bersifat perlombaan;
Z)penghargaan atas suatu prestasi; 3)beasiswa kepada
masyarakat; <4penanganan dampak sosial kemasvarakatan
akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerzh untuk
pelaksanaan pembangunan provek strategisnasional dan non
provek strategis nasional sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;dan/atau  5)TKDD yvang penggunaannya
sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-
undangan.
3. Belanja Subsidi
Penganggaran belanja subsidi dalam APBD Tabun Anggaran
2022 agar harga jual produksi stau jasa yang dihasilkan olch badan
usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik
swasta,sesual dengan ketentuan peraturan perundang undangan
vang menghasilkan produk ataun jasa pelayanan dasar masyarakat.
Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara,BUMD dan/atau
badan wusaha milik swasta sebapgal penerima subsidi yang
dianggarkandalam AFBD Tahun Anggaran 2022, harus terlebih
dahulu dilakukan sudit keuangan dengan tujuan tertentu oleh
kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan perafuran
perundang undangan, Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang
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dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan
pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Penerima
subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggungjawab secara
formaldan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala
Daerah. Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut
dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD terkait dan dirinci
menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4, Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan
dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daecrah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib
dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Belanja hibah
diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya,
badan usaha milik negara BUMD, dan/atau badan dan lembaga,
seria organisasi kemasyarakatan vang berbadan hukum Indonesia
yvang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah
ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan
dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan
daerah dalam mendukung terselenggaranya fungst pemerintshan,
pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
Belanja hibah memenuhi criteria paling sedilat:

1} Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

2} bersifat tidak wajib dan tidak mengikart;

3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

a. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung
penvelenggaraan Pemerintahan Dacrah untuk keperluan mendesak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/
atau

b. ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan,
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4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan
dan kermasyarakatan;dan

5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya,belanja hibah juga berupa pemberian bantuan
keuangan kepada partai politik vang mendapatkan kursi di DPRD
provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja
bantuan keuangan ke pada partai politik dimaksud sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.

Besaran hibah kepada Parpol tersebut berpedoman kepada
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepads Parpol dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara
Perhitungan, penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyalurean dan Laporan Pertanggungiawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor & tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 77
Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, penganggaran
dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penvaluran dan
Laporan Pertangpungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Parpol.

5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan social berupa uvang dan/atau barang dapat

dianggarkan dalam APBD sesual dengan kemampuan keuangan
daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali
ditentukan lain sesual dengan ketentuan peraturan perundang
undangan, Belania bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
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masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif
vang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sostal, kecuali dalam keadaan tertentu da;pat berkelanjutan,
yaitu bahwa bantuan social dapat diberikan setiap tahun anggaran
sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan social dalam
rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah
Daerah dicantumkan dalam REKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil
evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah
dan bantuan sosial, kecuali ditentulkan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Berkaitan dengan ita, alokasi anggaran belanja hibah dan
bantuan social dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub
kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022
berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis darni
calon penenma hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undatigan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan social dalam APBD
Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang
mengatur tata cara pengangearan, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi
hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan social dalam
bentuk barang vang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak
lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan
atas usulan tertulis calon penerma kepada Kepala Daerah,
dianggarkan pada jenus belanja barang dan jasa sesual dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan dibidang hibah dan

bantuanscsial.
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Penganggaran belanja hibah dan bantuan social dianggarkean
pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek,dan sub
rincian objek.

5.2.2Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya.
Pengadaan asset tetap tersebut memenuhi kriteria;

1} mempunyal masa manfaat lebih dari 12{duabelas) bulan;

2} digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

3} batas minimal kapitalisasi asset tetap. Batas minimal
kapitalisasi asset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Nilai asset tetap vang dianggarkan dalam belanja modal tersebut

adalah sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh

belanja yvang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset
sampai asct siap digunaksan, sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5.2.3Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan
darurat termasuk keperluan mendesak yang tdak dapat diprediksi
scbelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas
penerimaan daesrahtahun-tahunsebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara
memadal dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan
vang antara lain sifamya tidak dapat diprediksi sebelumnya,diluar
kendali Pemerintah Deaerah, pengeluaran daerah lainnva vang apabila
ditundaakan menimbulkan kerugian vang lebth besar bagi Pemerintah
Dasrah dan/atan masvarakat serta amanat peraturan perundang
undangsn.

Penerimasan dasrah tahun-tahun  sebelumnya  meliputi
pengombalian atas kelebihan pembayvaran ates penenmaan daesrah

ralng  bersifat tickak periang  yvang tenad:  pada tabhun
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scbelumnyaPengembalian atas kelebthan pembayaran atas p.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi;

1) bencana alam, bencana non alam, bencana social dan/ atau
kejadian luar biasa;

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau

3) kerusakan sarana / prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan public

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajlb ;

3) pengeluaran daerah vang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan scbelumnys, serta amanat peraturan
perundang-undangan ; dan [ atau

4) pengeluaran daecrah lainnye yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian vang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan f atau masvarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2022. Selanjutnyva, pengeluaran untuk mendanai :

1} keadsan darurat diluar kebutuhan tanggap darurat bencans,
konflik =sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

4} keperluan mendesak ; dan/atau

3} pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya, yang belum tersedia anggarannya
dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan
terlebih dabulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencultupi, menggunakan:
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1] dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan
sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan; dan/atau

2] memanfaatlkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub keglatan
tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan
kepada pimpinan DPRD, untuk selanjuimya dianggarkan dalam
peraturan dacrah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2022,

5.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pernerintah
Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan [/ atau dari Pemerintah
Daerah kepada pernerintah desa. Belanja transfer dirinct atas jenis:

5.2.4.1 Belanja Bagi Hasil
Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah vyang

bersumber dari  pendapatan pemerintah provinsi kepada
pemenntah  kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retmbus:
Dacrah. Besaran alokasi dana bagi hasil pejak daerah yang
bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan
secara bruto, scbagaimana maksud Pasal 17 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

5.24.2 Belanja Bantuan Keunangan
. Pemerintah Provinsi akan memberikan bantuan keuangan lainnyva

kepada Pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat
{1} huraf ¢ Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 dan pasal 98
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimsana telah
diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Belanja bantusn keuangan dari Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah Daerah lainnya dianggarkan dalam APBD Provinsi
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Jambi Tehun 2022. Banman keuangan kepada pemerintah
Kabupaten/Kota yang bersifat khusus ini digunakan untuk
membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah
pencrima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan penerima bantuan. Belanja bantuan
keuangan ini pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja
bantuan kcuangan, yang diarahkan untuk:

a] penvediaan dana untuk pelaksanaan Program Dumisake yang
bukan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dengan
besaran 100 juta rupiah per desa/ kelurahan atau secara
keseluruhan berjumlah 156,2 milyar rupiah. Adapun
komponen yang dibiaval melalui bantuan keuangan ini adalah
bantuan operasional Lembaga Adat Desa/ Kelurahan;
honorarium imam masjid, marbot, pegawai syara’ dan guru
mengaji/ TPA; bantuan bagi kaum perempuan, fakir miskin,
anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok
rentan lainnya; insentif pengelola dana bantuan keuangan
Pemerintah Provinsi Jambi serta pembangunan infrastruktur
perdesaan.

Terhadap kebijakan belanja tahun 2022 akan disesuaikan
dengan mempertimbangkan pendapatan daerah daerah baik dari
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah, yang diarahkan pada pemenuhan target belanja vang
bersifat wajib pada SKPKD maupun setiap Perangkat Daerah lingkup

Pemerintah Provinsil Jamba.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan  pelakisanaan
pembangunan di Provinsi Jambi, tentunya akan tetap memperhatikan
visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu,
dalam mewjudkan capaian keberhasilan pembangunan, Provins
Jambi mendefinisikan fokus utama pembangunan pada program

prinvitas pembangunan sesuail dengan urusan yang menjadi tanggung

Kesifanan Limum APBD Frov. dambl 517 |
shitn Anggargn 2031



jawab Pemerintah Provinsi, Pada tahun 2022, rencana belanja sebesar
Rp4,671 triliun alokasi tersebut lebih besar dar tahun 2021 yang
ditetapkan sejumiah Rp4,516 triliun atau naik sebesar 3,44 persen.
Adapun alokasi belanja untuk Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat
dilihat pada Tabel di bawah ini.
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Tabel 5-1 Rincian Belanja menurut

Urusan dan Rincian Per-

Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, TA. 2022
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5.2.58urplus/Defisit Anggaran

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran

pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

H.

-:"!l
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Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk
pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang vang jatuh tempo,
penyertaan modeal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan,
lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.
Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut
diwujudlan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar
masyarakat vang dianggarken pada PD yang secara fungsional
terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan
tersebult.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Daerah
menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit
tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran
tahun anggaran sebelumnys, pencairan dana cadangan, hasil
penjualan kekayaan daerah vang dipisahkan, pinjaman daerah dan
penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangarn.

Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pinjaman, maka
Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal
jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
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BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalom rangka menefapkan penermoan  pembiayaan poda
toghun 2022 vyang akan datang, Pemerntch  Provinsi  Jambi
merencanokan penermaan pembioyoon doeragh daon disa  Lebih
Perhitungan Anggaoran (SILPA] tahun sebelumnya sebesar RpS79.220
rnilicr.
6.1.1 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tochun Anggaran 2022 didlokasikan pengeluaran
pembioyaan dalam roangko pembayaran Pokok Utang Pemerintah
Provinsi Jambi sebesar Rp2.206.531.182,00.

Tabel 6-1 Pembiayvan Daerah
RAFAD 2033 Saviambahy’ (Berkirarg)
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ko Letsh Perhif urg on Angoonan 2 ¥
II7 AT L0 SN0 AaR 185 ksl R LE N |
Ty Arggonan Sebaumoya i
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AR PEMBLAY A AN 18,000.000.000 £.306.531,182 W
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FEMBIATARN FETTD 2T 053 | IR 35550822437 | 3]
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BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam upaya capaian target pendapatan pada tahun 2022 masih

mengacu kepada upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun
scbelumnya, langkah strategis yang akan diambil antara lain meliputi:

Melaksanakan mengevaluasi atas jenis Pajak dan Retribusi Daerah
yvang berada di kabupaten/kota, baik secara administratif maupun
turun langsung ke lapangan.

Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak melalui
Sistern Administrasi Manunggal Sartu Atap [Samsat) Keliling dari
masing-masing Samsat ke beberapa Kecamatan yang potensi Wajib
Pajak vang cukup besar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor
[PKB] dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBNKB) di
beberapa kabupaten.

Memberikan Sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui
brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya,
menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak
terhadap pelaksanaan pembangunarn.

Terus melaksanakan pendatasn ulang objek pajak dan retribusi
daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligns pemutakhiran data
dalam mengegali sumber penerimaan vang pelaksanaannya belum
optimal.

Menpoptimalkan Pos Pelayanan Pembayaran PKB di Kecamatan
vang sangat potensial dalam rangka mendekatkan pelayanan wajib
pajak.

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor
Samsal, terutama dengan pihak Kepolisian, PT. Jasa Raherja dan
Bartk Jambi dengan melakukan Razia terhadap Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor vang belum membayar pajak.
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7. Meningkatkan keterlibatan dan peran aktii Pemerintah Daerah
dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam
lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan
potensi;

8. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan
dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;

9. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan
pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan
retribusi yvang tidak memenuhi kewajibannya;

10. Pemenuhan dan peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara
bertahap sesual dengan kemampuan anggaran;

11. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan secara khusus untuk
memberikan kemudahan masyarakat melalul drivethru, geral
samsat dan samsat mobile;

12. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di
beberapa Kantor Bersama /samsat lainnya.

13. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi dibidang
pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran
masyarakat;

14. Optimalisasi dan pemberdayaan serta pemsnfastan asset daerah
vang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

15. Melakukan pembinaan, koordinasi, dan monitoring secara teknis
fungsional sebagai upaya peningkatan fungsi dan peran PD sebagai
unit kerja penghasil di bidang pendapatan daerah;

16. Melalkukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeni dan
Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam operasional pemungutan dan
pelavanan pendapatan daerah serta mengembangkan sinergitas
pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah penghasil.
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BAB VIII
PENUTUP

Cemikian Roncangan Kebijokan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belonja Daerah Tohun 2022 ini disusun untuk menjadi pedoman
dalam penyusunan Roncangan Pricrtas don  Plafon  Anggaran
sementara  [PPAS) dan Rancangan Peraturan Doerah  Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Doerah Tahun Anggaran 2022,
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